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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 28 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG 

MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa sebagai bentuk pembinaan disiplin dan ketertiban 

bagi petugas operasional yang menggunakan pakaian 

dinas lapangan dalam memberikan pelayanan fungsi 

perhubungan darat kepada masyarakat, perlu diatur 

penggunaan pakaian dinas lapangan bagi petugas 

operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan 

darat; 

  b. bahwa pengaturan seragam Pegawai Negeri Sipil di 

bidang perhubungan darat dalam Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas 

Operasional di Bidang Perhubungan Darat, sudah tidak 

sesuai dengan kebutuhan operasional; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman 

Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang 
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Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN 

PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL 

YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN 

DARAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Petugas Operasional adalah aparatur sipil negara atau 

pegawai pemerintah non pegawai negeri yang 

menyelenggarakan fungsi perhubungan darat. 

2. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian seragam yang 

digunakan oleh Petugas Operasional yang 

menyelenggarakan fungsi perhubungan darat. 
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3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman bagi Petugas Operasional yang 

menyelenggarakan fungsi perhubungan darat dalam 

penggunaan Pakaian Dinas Lapangan. 

(2) Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas 

Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan 

darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam 

penggunaan Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas 

Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan 

darat. 

 

BAB II 

KRITERIA PAKAIAN DINAS LAPANGAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Petugas Operasional harus memakai Pakaian Dinas 

Lapangan saat menjalankan tugas operasional yang 

menyelenggarakan fungsi perhubungan darat secara 

lengkap, rapi, dan teratur. 

(2) Tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, 

pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, 

dan pelayanan masyarakat. 

(3) Pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian 

pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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dilaksanakan di: 

a. jalan; 

b. terminal; 

c. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; 

dan 

d. pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut 

yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan. 

(4) Pemakaian Pakaian Dinas Lapangan oleh Petugas 

Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau 

kecakapan. 

 

Pasal 4 

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) meliputi: 

a. tutup kepala; 

b. tutup badan; dan 

c. alas kaki. 

 

Bagian Kedua 

Tutup Kepala 

 

Pasal 5 

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

terdiri atas: 

a. topi lapangan; 

b. helm; dan 

c. baret. 

 

Pasal 6 

(1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan 

fungsi perhubungan darat di lapangan. 

(2) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi 

perhubungan darat yang menggunakan kendaraan 

bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 
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(empat) tanpa rumah-rumah. 

(3) Baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi 

perhubungan darat yang dilaksanakan di pelabuhan 

sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi 

melayani angkutan penyeberangan. 

 

Bagian Ketiga 

Tutup Badan 

 

Pasal 7 

(1) Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b terdiri atas: 

a. tutup badan untuk pria; dan 

b. tutup badan untuk wanita. 

(2) Tutup badan untuk pria sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda 

dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah 

saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta 

berkancing; dan 

b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah 

dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah 

saku di belakang dengan ban ikat pinggang.  

(3) Tutup badan untuk wanita sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kemeja lengan panjang warna abu–abu muda 

dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah 

saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta 

berkancing; dan 

b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah 

dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah 

saku di belakang dengan ban ikat pinggang. 

(4) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3), tutup badan untuk petugas Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil terdiri atas kemeja lengan pendek 

warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) 
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buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta 

berkancing. 

(5) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3), tutup badan untuk Petugas Operasional 

yang menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai 

dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani 

angkutan penyeberangan terdiri atas: 

a. kemeja lengan pendek berbahan denim warna biru 

tua gelap (dark navy blue) dengan lidah pundak dan 

kerah tidur; dan 

b. celana panjang berbahan denim warna biru tua 

gelap (dark navy blue) dengan 2 (dua) buah saku 

samping model miring dan 2 (dua) buah saku di 

belakang. 

(6) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3), tutup badan untuk Petugas Operasional 

yang menjalankan tugas operasional bersifat khusus di 

pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang 

berfungsi melayani angkutan penyeberangan terdiri atas: 

a. kemeja lengan panjang berbahan polyster warna 

hitam dengan lidah pundak dan kerah tidur; dan 

b. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) buah 

saku samping model miring, 2 (dua) buah saku di 

bagian paha model harmonika memakai tutup, dan 

2 (dua) buah saku di belakang model tempel 

memakai tutup. 

(7) Bagi petugas wanita yang memakai jilbab berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

a. kemeja lengan panjang warna hitam dengan lidah 

pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah 

atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing, 

untuk petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

b. kemeja lengan panjang berbahan denim warna biru 

tua gelap (dark navy blue) dengan lidah pundak dan 

kerah tidur, serta celana panjang berbahan denim 

warna biru tua gelap (dark navy blue) dengan 2 (dua) 

buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah 
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saku di belakang, untuk Petugas Operasional yang 

menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai 

dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi 

melayani angkutan penyeberangan; dan 

c. kerudung dengan warna menyesuaikan warna 

celana serta pemakaian kerudung memperlihatkan 

atribut nama dan pangkat. 

 

Pasal 8 

(1) Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan 

penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a 

dan ayat (3) huruf a dikeluarkan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas lapangan selain kegiatan 

penegakan hukum, pemakaian tutup badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan: 

a. kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher 

tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri 

tertutup, berkancing, serta berkantong tebal dipakai 

tanpa dimasukkan ke dalam celana; 

b. celana panjang warna biru tua kargo berkantong, 

untuk pria; dan 

c. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah 

dengan 2 (dua) buah saku samping, untuk wanita. 

 

Pasal 9 

(1) Dalam kondisi tertentu tutup badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilengkapi dengan: 

a. rompi berwarna oranye dan terdapat tulisan 

perhubungan darat dengan menggunakan huruf 

kapital pada bagian belakang; atau 

b. jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan 

perhubungan darat dengan menggunakan huruf 

kapital pada bagian belakang. 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. hujan; 
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b. malam hari; 

c. kondisi gelap; atau 

d. kondisi rawan kecelakaan. 

 

Bagian Keempat 

Alas Kaki 

 

Pasal 10 

Alas kaki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

terdiri atas: 

a. kaos kaki hitam polos;  

b. sepatu kulit hitam model bertali; dan 

c. sepatu panjang hitam polos. 

 

Pasal 11 

(1) Dalam kondisi tertentu Petugas Operasional dapat 

menggunakan sepatu keselamatan kulit hitam model 

bertali. 

(2) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan pada saat: 

a. pemeriksaan kendaraan bermotor; 

b. pengawasan di atas kapal penyeberangan dan 

dermaga; atau 

c. pengawasan angkutan barang di unit pelaksana 

penimbangan kendaraan bermotor. 

 

BAB III 

ATRIBUT PAKAIAN DINAS LAPANGAN 

 

Pasal 12 

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 dilengkapi dengan atribut: 

a. umum; dan  

b. khusus. 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2020, No.576 
-9- 

Pasal 13 

(1) Atribut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a terdiri atas: 

a. tanda pangkat; 

b. tanda unit kerja;  

c. badge logo perhubungan; 

d. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan; 

e. nama pegawai; 

f. ikat pinggang lambang perhubungan;  

g. kopel reem; 

h. peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada 

lengan sebelah kiri; dan 

i. tanda pengenal pegawai. 

(2) Kopel reem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

dan peluit bertali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf h hanya digunakan saat melakukan penegakan 

hukum. 

 

Pasal 14 

Atribut Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

b terdiri atas: 

a. lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan; 

b. tanda jabatan; 

c. pin Perhubungan Darat; dan 

d. ban lengan. 

 

Pasal 15 

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 4 dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

memiliki bentuk dan warna yang tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 16 

Petugas Operasional yang telah memakai Pakaian Dinas 

Lapangan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap 

dapat menggunakan dan harus menyesuaikan dengan 

Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk 

Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 18 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 15 Mei 2020 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

        ttd. 

 

  BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Juni 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

   ttd. 

  

WIDODO EKATJAHJANA 
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